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MOTTO
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“Kamu adalafh umat yang terbaik yang dilafirkan untuk manusia, menyuruh Rgpada yang
ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman Repada Allah.”

(Al-Quran Surat Ali-‘Imran:110)’
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“Dan Rgbaikan apa saja yang Ramu usafiakan bagi dirimu, tentu Kamu akan mendapat
pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhinya Alah Mafia Melihiat
apa-apa yang Ramu Rerjakan.”

(Al-Quran Surat Al-Baqarah: 110)?

! Departemen Agama RI, A/-Quran dan Terjemahnya (Surabaya: Al-Hidayah, 1998),
him. 94,

2 Ibid, him. 30.
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ABSTRAK

BINGKAI ISLAM DALAM DEMOKRATISASI
DI INDONESIA

(Telaah Atas Pemikiran Kuntowijoyo
tentang Hubungan antara Islam dengan Negara)

Berbicara tentang relasi agama (baca: Islam) dan negara merupakan
persoalan mendasar yang hingga sckarang masih menjadi perdebatan. Negara-
negara Muslim mengalami hambatan untuk mengembangkan sintesis kepentingan
antara agama dan negara. Di Barat persoalan mengenai hubungan antara agama
dan negara diselesaikan dengan adanya sekularisasi. Dalam konteks perpolitikan
Indonesia, polemik tersebut juga terjadi. Bahkan para tokoh yang
memperjuangkan pendirian negara tidak luput dari polemik pro dan kontra perihal
hubungan antara agama dan negara. Setelah merdeka diskursus di kalangan
Muslim tentang tema tersebut masih saja terjadi.

Salah seorang tokoh cendekiawan kontemporer Indonesia yang berperan
dalam mengkonsepsikan persoalan tersebut adalah Kuntowijoyo. Ia adalah tokoh
yang memiliki basis ilmu sejarah, sehingga ia dapat memberanikan diri mencoba
mengeluarkan gagasannya tentang bagaimana relasi antara agama dan negara
dalam konteks ke-Indonesiaan dan kekinian. Skripsi ini bertujuan mengkaji
pemikiran-pemikiran Kuntowijoyo tentang bingkai Islam dalam proses
demokratisasi di Indonesia. Pemikiran transformatifnya tersebut penulis rinci
menjadi beberapa tema, seperti Ilmu Sosial Profetik dan objektivikasi Islam,
bentuk hubungan Islam dan negara, Islam dan Demokrasi. Sehingga dengan hal
ini memunculkan setidaknya dua pertanyaan. Pertama, bagaimana konsep
pemikiran Kuntowijoyo. Kedua, bagaimana bingkai Islam dalam demokratisasi di
Indonesia menurut Kuntowijoyo. Pendekatan yang digunakan adalah sosio-
historis dengan pengertian bahwa setiap hasil pemikiran pada dasarnya merupakan
hasil interaksi si pemikir dengan lingkungan sosio-religius, sosio-politik, dan
sosio-kultural yang ada di sekitarnya.

Dalam pandangan Kuntowijoyo, ada hubungan antara Islam dan negara.
Islam secara historis dapat menjadi bingkai dan nilai etis dalam semua persoalan
kenegaraan termasuk proses demokratisasi. Islam dapat menjadi hukum negara
setelah adanya objektivikasi. Baginya, Pancasila adalah objektivikasi Islam. Ia
juga berbicara tentang demokrasi dalam konteks Indonesia. Tetapi, konsep
demokrasinya sedikit berbeda dengan yang lain karena ia memberikan ruh dan
nilai-nilai Islam.

Dari pandangan-pandangan Kuntowijoyo di atas kiranya dapat dilihat
bahwa nampaknya ia kurang setuju Indonesia dijadikan sebuah negara Islam,
tetapi ia juga tidak sependapat apabila negara ini menjadi negara sekuler.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama (baca: Islam) dan negara adalah dua hal yang berbeda hakikatnya.
Agama adalah kabar gembira dan peringatan (basyiran wa nadziran, baca QS. Al-
Bagarah (2): 119), sedangkan negara adalah kekuatan pemaksa (coercion). Agama
punya khatib, juru dakwah, dan ulama, sedang negara punya birokrasi,
pengadilan, dan tentara. Agama dapat mempengaruhi jalannya sejarah melalui
kesadaran bersama ( collective conscience), sedang negara mempengaruhi sejarah
dengan keputusan, kekuasaan, dan perang. Agama adalah kekuatan dari dalam
dan negara adalah kekuatan dari luar.'

Berbicara tentang hubungan antara agama dan negara merupakan
persoalan mendasar yang menjadi perdebatan. Bahkan menjadi konflik ideologis
disebabkan adanya pro dan kontra dari hubungan antara keduanya.’ Negara-
negara Muslim seperti Turki, Mesir, Maroko, Aljazair, Pakistan, Malaysia dan
dunia Islam lainnya mengalami hambatan untuk mengembangkan sintesis yang
memungkinkan antara ide-ide agama dan negara. Di wilayah-wilayah tersebut

ditandai bukan dengan permusuhan melainkan dengan adanya ketegangan politik.>

: Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam, cet. 11 (Bandung: Mizan: 1997), him. 191-
192, ’

* Pro dan kontra terjadi karena scbagian berpendapat bahwa Islam adalah universal,
sehingga masalah Negara termasuk dalam urusan agama, sedangkan yang tidak setuju
menganggap bahwa agama sebagai persoalan pribadi, bukan persoalan yang berkaitan dengan
negara.

? Bachtiar Efendy, Islam dan Negara: Trasformasi Pemikiran dan Praktek Politik [siam
di Indonesia (Jakarta: Paramadina, 1998), him. 2.



Situasi tersebut tidak hanya terjadi di negara-negara Muslim, melainkan
juga belahan bumi lainnya. Di dunia Barat yang berdemokrasi Liberal* juga
terjadi perdebatan tentang hubungan antara agama dan negara. Persoalan ini dapat
diselesaikan dengan prinsip pemisahan antara agama dan negara. Di Barat yang
terjadi adalah meletakkan kedudukan agama terpisah dengan posisi negara.’
Agama adalah masalah pribadi yang tidak boleh ada intervensi di dalamnya,
sedangkan negara merupakan persoalan bersama warga negara.

Sckularisasi tumbuh subur di Barat, dianggap menjadi salah satu upaya
menyelesaikan problem konflik seputar relasi antara agama dan negara. Agama di
Barat dilctakkan dalam posisi sebagai private-sacret (problem-ketuhanan), sedang
negara pada posisi public-profan sebagai institusi sosial.® Sejumlah penulis masa
kini telah mengajukan tesis yang menyatakan bahwa sekularisasi di dunia Barat
modern merupakan konskuensi langsung dari dampak ide-ide Biebel’, sehingga
terjadi adanya pclembagaan pemisahan antara agama dan negara. Di Barat juga
berkembang humanisme sekuler dan salah tokoh dalam paham tersebut adalah

Feuerbach yang mencerminkan komunis yang anti Tuhan dan menghendaki

¢ Demokrasi Liberal adalah suatu bentuk lengkap mengenai demokrasi karena faktor dua
komitmen fundamentalnya, yaitu berkaitan dengan kebebasan warga negara dan persamaan hak-
hak mereka. Lihat Robert Audi, Agama dan Nalar Sekuler, terj. Yusdani dan Aden Wijdan
(Yogyakarta: UIl Press dan PSI Ull, 2002), him. 8. :

* Listiyono Santoso, Teologi Politik Gur Dur (Y ogyakarta: Ar-Ruzz, 2004), him, 25.
® Ibid.

7 Lihat Donald Eugene Smith, Agama dan Modernisasi Politik: Suatu Kajian Analitis,
terj. Machnun Husain (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), hlm. 41.



permusuhan agama, bukan lagi pemisahan agama,® sehingga yang terjadi adalah
pelembagaan pemisahan antara agama dan negara.’ Agama hanya dalam urusan
Gereja dan permasalahan kenegaraan diatur oleh kebijakan manusia dan tidak ada
hubunganyan dengan Tuhan.

Menurut  Nurcholish Madjid, sekularisasi adalah upaya untuk
menduniawikan nilia-nilai yang sudah semestinya bersifat duniawi, melepaskan
umat dari kecenderungan meng-ukhrawi-kannya. Dalam konteks ini sekularisasi
lebih dimaksudkan sebagai kesediaan mental untuk selalu menguji dan menguji
kembali kebenaran suatu nilai dihadapan kenyataan-kenyataan material, moral
ataupun  historis. Dengan demikian, sekularisasi dapat dipakai untuk
memantapkan tugas duniawi manusia sebagai khalifah di bumi. Inilah yang
membedakannya dengan sekularisme.'°

Lebih lanjut menurut Nurcholish Madjid, sekularisasi tidak dimaksudkan
sebagai penerapan sekurarisme, sebab sekurarisme merupakan istilah untuk
sebuah ideologi, sebuah pandangan dunia baru yang tertutup yang berfungsi
serupa dengan agama. Sekularisasi justru merupakan syarat untuk lebih
menjelaskan fungsi nilai-nilai agama secara lebih proporsional yang bertujuan
untuk mendesakralisasikan segala sesuatu selain hal-hal yang benar-benar bersifat

ilahiah (transendental), yaitu dunia ini. Tidak ada yang sakral kecuali Tuhan.

! Pardoyo, Sekularisasi dalam Polemik (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafik, 1993),
hlm. 36.

® Robert Audi, Agama dan Nalar...., op. cit., hlm. 8.

' Nurcholish Madjid. Islam Kemodernan dan Keindonesiaan (Bandung: Mizan, 1987),
him. 207. :



Dunia adalah sebuah kenyataan yang bersifat profan, sehingga harus dihilangkan
sifat-sifat sakralnya."’

Berbeda dengan Nurcholish Madjid, Amien Rais menolak sekularisme
(ideologi) maupun sekularisasi yang mempertentangkan antara kehidupan duniawi
dan ukhrawi, yang transendental dan temporal, atau profan dan sakral.'> Amien
Rais berpandangan bahwa sekularisasi merupakan suatu proses yang secara
lambat atau cepat menuju pada sekularisme. Sulit dipahami jika ada orang yang
mempertajam perbedaan antara sekularisme dengan sekularisasi. Bentuk terakhir
ini merupakan proses menuju sekularisme.'® Oleh karena itu, Amien Rais tidak
setuju dengan adanya sekularisasi yang pada akhirnya akan menjadi sekularisme.

Seperti yang dialami di belahan bumi lainnya, hubungan agama dan
negara tidak jauh berbeda.'* Dalam sejarah pembentukan negara Indonesia yang
penulis cuplik secara singkat berikut ini tampak bahwa konflik-konflik ideologis
sudah terjadi sejak BPUPKI dibentuk sebagai badan yang menyusun dasar-dasar
negara Indonesia hingga pada masa konstituante 1956. BPUPKI dilantik pada
tanggal 28 Mei 1945 dan mulai bersidang pada tang\gal 29 Mei 1945 sampai
dengan 1 Juni 945" dengan anggota sidang berjumlah 68 orang. Sidang tersebut

di awali oleh pidato dari Saiko Syikikan, Gunseikan. Dalam pidatonya tersebut

Y rhid,

> M. Amien Rais, “Sekularisme: Proyek Menjauhkan Agama®, dalam Tauhid Sosial::
Formula Menggempur Kesenjangan (Bandung: Mizan, 1998), him, 75. ’

'3 Ibid, him. 77,
"“Bachtiar Efendy, op. cit...., him. 4,

' A. Syafi’i Ma’arif, Islam dan Politik di Indonesia: Pada Masa Demokrasi Terpimpin
(1959-1965) (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988), him. 26.



memberikan himbauan kepada BPUPK] supaya mengadakan riset yang cermat
terhadap dasar-dasar yang akan dijadikan sebagai dasar atau Ideologi Negara
Indonesia merdeka sebagai suatu benang merah dalam lingkungan kemakmuran
bersama di Asia Timur Raya.'s

Seorang tokoh yang dari Indonesia yang mengawali pembicaraan dalam
sidang tersebut adalah dr. Rajiman Widyadiningrat yang mengajukan sebuah
pertanyaan filosofis yaitu dengan dasar apa negara ini dibentuk? Kekhawatiran
menghampiri para anggota sidang yang merasa takut terjadinya perpecahan di
antara mereka kalau muncul perbedaan pandangan. Hal ini sangat penting untuk
dibicarakan dengan tujuan mengkonsepsikan bentuk negara yang paling sesuai di
dalam NKRI (Necgara Kesatuan Republik Indonesia). Beberapa tokoh yang siap
menjawab pertanyaan tersebut adalah Soekarno, Moh. Yamin, dan Supomo.
Mereka secara argumentatif mengemukakan pandangar‘l.' tentang dasar negara
Indonesia.'” Soekarno dan Mok, Yamin mengemukakan Lima Prinsip Dasar yang
kemudian dikenal dengan Pancasila. Golongan Islam yang diwakili Kj Bagus
Hadikusumo mengajukan Islam menjadi dasar negara sebagai anti-tesis pendapat
Soekarno dan Yamin.'® Pihak Islam menginginkan negara yang berdasarkan
Islam, sedang Soekarno dan Yamin sebagai wakil pihak nasionalis menginginkan

dasar negara Pancasila. Harapan pihak Islam pupus untuk mendirikan negara

e Listiyono Santoso, op. cit., him. 22. Dikutip dari Moh. Yamin, Naskah Persiapan UUD
1945. Jilid 1 (Jakarta: Prapantja, 1959), him. 803.

7 Ibid,

' Ahmad Syafi’i Ma’arif, Islam dan Politik..., op. cit., hlm. 27.



Islam karena mayoritas anggota sidang menyetujui usulan Soekarno dan Yamin
yaitu Pancasila sebagai dasar negara.'

Perjuangan dari Islam terus berlanjut, walaupun mereka kalah dalam
“kompetisi” penentuan dasar negara. Hal ini terbukti dengan usaha mereka untuk
memasukkan Islam ke dalam Pancasila. Perdebatan antara pihak Islam dan
nasionalis akhirnya dimenangkan oleh pihak Islam dengan ditetapkannya Piagam
Jakarta ada tanggal 22 Juni 1945 yang dianggap sebagai modus atau persetujuan
antara pihak Islam dengan pihak Nasionalis. Dalam Piagam Jakarta tersebut pada
Sila Ketuhanan ada anak kalimat yang berbunyi dengan kewajiban menjalankan
syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.?’ Kompromi politik dalam Piagam
Jakarta ini hanya bertahan kurang lebih selama 57 hari.

Pada tanggal 18 Agustus 1945 beberapa pemimpin mengadakan
pertcmuan yang membicarakan ke-7 kata tersebut dan konsekuensinya bagi
keutuhan Indonesia. Perbincangan antara Moh. Hatta dan Tengku Muhammad
Hasan yang menerangkan kepada Ki Bagus Hadikusumo tentang dampak dari ke-
7 kata tersebut terhadap keutuhan Indonesia, maka pada akhirnya kalimat itu
dihapus demi keutuhan bangsa dan Negara Indonesia. Anggapan diskriminasi ini

datang dari golongan Kristen yang merasa bahwa keputusan dalam Piagam

' Lihat Ahmad Syafi’i Ma'arif, Studi Temtang Percaturan Dalam Konstituante, Islam,
dan Masalah Kenegaraan (Jukarta: LP3ES,1985),him. 102-108. Menurut Ki Bagoes Hadikukumo,
di dalam Islam ada konsep tentang Negara Islam. Ta berpendapat hahwa di dalam Al-Qurian dr
6000 ayat 600 ayat saja yang membahas persoalan ibadah dan yang dimuat selebihnya masalah
politik dan lainnya. Gagasannya ditambah olch Soepomo, Indonesia tidak sama dengan Irak, Iran,
Mesia atau Suriah. Ja memiliki kekasan tersendiri dan kurang yakin dengan Islam yang masih
relevankah dengan tuntutan zaman.

%% Sebuah kalimat yang menjadi pergumulan antara golongan Islam dan nasionalis. Lihat
Endang Saifuddin Anshori, Piagam Jakarta 22 Juni I 945, dikutip dari Syafi’i Ma’arif, Islam dan
Pilitik..., op cit., him. 28.



Jakarta itu tidak menguntungkan bagi golongan minoritas. Akhirnya ke tujuh kata
itu dihapus. Penghapusan ketujuh kata tersebut terjadi pada tanggal 18 Agustus
1945 dihilangkan dari UUD 1945.2' Pada akhirya disepakati untuk mengganti
kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-
pemeluknya berubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pembukaan UUD
tersebut. Kembali pihak Islam dikecewakan dengan keputusan penghapusan tujuh
kata tersebut.

Dalam Konggres Umat Islam Indonesia di Yogyakarta yang pertama
setelah Indonesia merdeka pada tanggal 7-8 November 1945 para pemimpin Islam
membentuk Partai Islam Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) sebagai
satu-satunya yang mewakili aspirasi umat Islam Indonesia.’? Maka partai Islam
yang ada seperti PSII dilebur menjadi satu dengan Masyumi, sedangkan
organisasi-organisasi sosial Islam seperti Muhammadiyah, NU, Al-Jami’ah
Wasliyah dan lain-lain menjadi angota istimewa dari Masyumi sehingga dengan
demikian partai Masyumi tampil sebagai partai unitaris (persatuan).? Munculnya
Masyumi dipandang sebagai jawaban positif umat terhadap Maklumat Wakil
Presiden Hatta tertanggal 1 November yang mendorong pembentukan partai-
partai. Bila dihubungkan dengan situasi tahun 1945, maka pembentukan Masyumi
adalah dalam rangka menyalurkan aspirasi politik umat sebagai cerminan dari

potensi mercka yang besar dan kongkrit.

2! Ibid., him. 28,
2 Ahmad Syafi’i Ma’arif, Studi..., op.cit., hlm. 135,

2 A.A Sumantri, /ari Ulang Tahun Partai Politik Islam Masyumi ke-XI (Surabaya:
Pimpinan Wilayah Masyumi Jatim, 1956), him. 27



Tampilnya Masyumi sebagai partai Islam yang bercorak kesatuan dalam
bulan-bulan pertama. kemerdekaan Indonesia bukan suatu peristiwa kebetulan
dalam sejarah (an historical accident) yang dilatarbelakangi oleh suatu kesadaran
yang dalam dan panjang. Masyumi lahir dapat dikatakan sebagai suatu
kehormatan sejarah (an historical necessity) bagi perjalanan politik umat Islam

Indonesia.?*

Latar belakang didirikannya Masyumi: Pertama, karena untuk
menyatukan kekuatan umat Islam dalam menghadapi penjajahan Belanda dalam
perang kemerdekaan untuk mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945,
Kedua, untuk memperjuangkan agara Islam menjadi dasar Negara.

Namun dasar perjalanan sejarah persatuan umat Islam dalam Masyumi itu
tidak berlangsung lama. Terbukti dengan munculnya kembali PSII (Partai Serikat
Islam Indonesia) sebagai partai pada bulan Juli 1947. Munculnya kembali PSII
sebagai partai adalah karena ulah PKI. Tahun 1947 tokoh PKI yaitu Mr. Amir
Syarifuddin mendapat mandat dari Presiden untuk membentuk kabinet. Untuk
mendapat dukungan dari semua pihak, kabinet harus didukung oleh semua
kekuatan-khususnya umat Islam. Masyumi tidak bersedia mendukung kabinet
Amir Syarifuddin karena dipimpin oleh orang komunis (PKI). Maka untuk
mewakili umat Islam dalam kabinet secara licik Wondo Amiseno yang berasal
dari PSII dipaksa untuk menghidupkan kembali PSII dan ia juga dipaksa pula
untuk bersedia menjadi Menteri Dalam Negeri mewakili umat Islam dalam

kabinet Amir Syarifuddin. Kama sejak itulah PSII pada bulan Juli 1947 kembali

menjadi partai yang sebelumnya sudah meleburkan diri dalam partai Masyumi.

** Ahmad Syali’i Ma’arif, Islam....,op. cit., him. 41,



NU lima tahun kemudian keluara dari Masyumi karena jabatan Menteri
Agama dalam kabinet tidak berasal dari golongan NU. Kebetulan yang terpilih
dalam rapat DPP Masyumi untuk menjadi Menteri Agama mewakili umat Islam
dalam kabinet adalah KH. Fakih Usman dari Muhammadiyah Maka tanggal 3
April 1952 NU menyatakan keluar dari Masyumi. Keputusan Itu disahkan pada
Muktamar NU ke 19 di Palembang bulan Mei 1952. Adapun Partai Islam Perti
(Persatuan Tarbiyah Islamiyah) sejak berdiri bulan Movember 1945 tidak pernah
bergabung dengan Masyumi karena Masyumi tidak menganut Madzhab Syafi’i
sebagaimana yang dianut Partai Islam Perti. Maka dalam Pemilu % pada tanggal
29 September tahun 1955 umat Islam keluar dengan empat partai atau empat
gambar, yaitu: Masyumi, NU, PSII, Perti. Dalam Pemilu tersebut keluar sebagai
empat pemenang besar dalam perolehan suara di DPR, yaitu: PNI dengan 57
kursi, Masyumi dengan 57 kursi, NU dengan 45 kursi, PKI dengan 26 kursi.

Umat Islam menyambutnya dengan gembira disebabkan adanya harapan
agar dapat kembali memperjuangkan cita-citanya menjadikan Islam sebagai dasar
Negara Indonesia dan arus kancah formal (Konstituarlte).26 Kemudian tanggal 15
Desember 1955 diadakan pemilihan umum untuk anggota-anggota Konstituante.
Badan ini adalah mendapat tugas menyusun Undang-Undang Dasar termasuk
dasar negara. Namun, badan ini tidak mampu menyusun sebuah Undang-Undang

Dasar baru pengganti UUDS 1950. Akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden

» Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintahan konstitusional di Indonesia: Studi
Sosio-legal Atas Kontitusional 1956-1959, terj. Sylvia Tiwon (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti,
1995), him. 28-34,

" Mahmud Suyuti, Politik  Tarekat: Qodariyah wa Nagsabandiyah Jombang
{Yogyakarta: Galang Press, 2001), him. 135.
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Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang membubarkan Konstituante dan
menyatakan kembali ke UUD 1945.

Kemudian masa Demokrasi Terpimpin yakni antara tahun 1959-1965 yang
kontroversial kekuatan Islam menjadi dua golongan‘ yaitu golongan yang
kebijakan menentang Presidan Soekarno yakni Masyumi dan golongan yang
setuju kepada kebijakan Presiden Soekarno yaitu karena tidak ada satu kekuatan
manapun yang mampu pernah secara 43+520 anggota Konstituante tambah
Isebagai syarat syahnya satu keputusan Konstituante, kelompok ini berasal dari
Liga Muslimin (NU, PSII, Perti). Kekuatan Masyumi terpecah karena berbeda
dalam menghadapi pemerintahan Soekarno. Di mana Masyumi menentang
berbagai kebijakan politik Soekarno seperti Manipol, Demokrasi Terpempin, dan
lain-lain. Sedangkan PSII, NU dan Perti menerima kebijakan politik Soekarno.

Dalam Demokrasi Terpimpin itu peran politik Islam terpinggirkan dengan
adanya jargon “Nasakom” (Nasionalis, Agama, dan Komunis).?’” NASAKOM
dicetuskan bertujuan untuk mempersatukan seluruh kekuatan bangsa Indonesia
menurut cara berpikir Soekarno. NASAKOM dicetuskan di Istana Tampak Siring
Bali dengan kolaboratornya adalah Mr. Ali Sastroamidjoyo mewakili golongan
Nasionalis (PNI, dll), Idham Khalid mewakili golongan Islam-NU, dan DN. Aidit
mewakili golongan Komunis PKI. Secara resmi NASAKOM diumumkan lewat
pidato kenegaraan Presiden Soekarno pada HUT Kemerdekaan RI ke-16 pada

tanggal 17 Agustus 1961.

2 Ahmad Syafi’i Ma’arif, Islam...., op. cit., hlm. 51-77.
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Melihat sekilas perjalanan sejarah Indonesia di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa hubungan antara Islam dan negara sangat tidak mudah
diwujudkan bahkan seakan-akan menjadi konflik ideologi yang abadi. Konflik
ideologi yang terjadi di berbagai bangsa di dunia ini termasuk Indonesia.
Persoalan ini tampaknya menjadi persoalan yang prinsip yang belum pernah
tuntas. Dalam hali ini Din Syamsudin melihat adanya tiga tipologi dalam relasi
antara posisi agama (Islam) dan negara. Pertama, agama harus terpisah jelas.
Kedua, negara terpisah dari agama, tetapi tetap merujuk kepada persoalan agama.
Ketiga, negara dan agama menyatu (integrated) ®®

Tidak berbeda dengan apa yang diutarakan Din Syamsudin di atas, Ma’sud
Murod al-Brebesy tentang relasi agama dan negara ini membuat tipologisasi ke
dalam empat muara. Pertama, model negara sekularistik atau “separasi Mutlak”,
yaitu negara yang memisahkan agama dan negara secara mutlak dan menegaskan
bahwa negara tidak mengurusi agama, begitu pula sebaliknya. Kedua, model
negara totaliter atau subornasi agama oleh negara, yaitu agama dibayang-bayangi
negara. Ketiga, negara agama atau subornasi negara oleh agama. Model ini
menghendaki agar negara didasarkan pada salah satu aéama tertentu, atau negara
diadakan berdasarkan hukum agama tertentu. Keempat, model negara sekuler
yang memandang penting agama hingga terjadi relasi timbal balik antara agama

29
dan negara.

% M. Din Syamsudin, “Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik
Islam”, Jurnal Ulumul Quran, Volume 4, no. 2 th. 1993, hlm. 4. Dikutip dari Akh. Muzakki,
Mengupas Pemikiran Agama dan Politik sang Pahlawan Reformasi (Jakarta: PT. Lentera
Basritama, 2004), him. 31.

* Murod al-Brebesy, Menyikapi Pemikiran Politik Gus Dur & Amien Rais (Jakarta: PT.
RajaGrafind, 1999), him, 48-49,
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Sulitnya menyatukan antara Islam dan negara menimbulkan banyak
pertanyaan, apakah Islam hanya dalam dataran moral saja dan tidak dapat masuk
ke wilayah politik? Atau apakah negara hanya menjadi persoalan dunia saja
sehingga mengesampingkan agama? Sebenarnya persoalan tersebut menjadi tema
krusial di negara manapun di belahan bumi ini dalam konstelasi politik mereka.
Sulitnya menyatukan agama dan negara setidaknya ada dua faktor: pertama,
faktor politik, karena tidak berhasik memperoleh suara dua pertiga tambah satu
(2/3+1) dari anggota Kontituante sebagai sarat sahnya satu keputusan
Konstituante. Kedua, faktor akidah karena golongan Islam ingin menjadikan Islam
sebagai dasar Negara, sedangkan golongan lain menilak. Di tengah-tengah
perdebatan ideologi tersebut, agama sering kali diposisikan untuk kepentingan
penguasa dan mempertahankan status quo, diperalat untuk memberikan
kemudahan-kemudahan kepada rezim ototiter yang ingin berkuasa terus.
Kecenderungan tersebut telah mengemuka takala diinstitusionalkannya agama ke
dalam lembaga negara di Indonesia yang sampai sekarang masih perdebatan,*

Di tengah-tengah dialektika mengenai hubungan Islam dan negara di atas
yang menunjukkan kepada kondisi yang berlawanan, terdapat pemikir Muslim
Indonesia yang berusaha untuk mencari varian jalan tengah,”' salah satunya
yaitu Abdurrahman Wahid. Menurutnya, di dalam Islam tidak terlihat ada konsep

pemerintahan definitif sebagai contoh adalah suksesi. Masalah yang dianggap

20 Listiyono Santoso, op.cit, him. 27,

' Akh. Muzakki, op. cit., him. 37.
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urgen dan Islam menggunakan pola: istikhlaf, bay 'ah, dan ahl al-hall wa al'aqd.
Bila Islam mempunyai konsep mengenai negara, tentu saja pola yang
dikembangkan dalam persoalan kenegaraan seperti berkaitan dengan suksesi
tersebut, tidak mengalami variasi yang demikian.>

Abdurrahman Wahid tidak setuju dengan penafsiran Abul A’la Al-
Maududi. Maududi menegaskan bahwa negara adalah bagian integral Islam.
Menurutnya, Islam memiliki konsep sendiri tentang negara dan sistem
pemerintahan yang lengkap. Syari’ah dan yurisprudensi dapat diterapkan langsung
dalam kehidupan.** Politik Islam disebut Jjuga sebuah demokrasi, tetapi teokrasi
dalam arti bahwa apabila terdapat perintah-perintah atau hukum yang telah jelas
dan terang-terangan dari Tuhan atau Rasul-Nya, maka tidak seorang pun, atau
tidak satu pun lembaga legislatif, yang berhak untuk melaksanakan perlembagaan
secara mandiri, sekalipun seluruh Muslim di segenap penjuru dunia mencapai
sepakat bulat untuk mengubahnya. Kedaulatan ada di Tangan Allah.*> Rupanya
Abdurrahman Wabhid tidak ingin masuk dalam mainstream sekuler maupun
Negara Islam. Islam sebagai pijakan dan bukan berarti menerapkannya secara

langsung, tetapi disesuaikan dengan konteks di mana ia berada. Abdurrahman

’* Tentang masalah ini lihat Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah,
dan Pemikiran (Jakarta: Ul Press, 1990), him. 134,

* Abdurrahman Wachid, “Merumuskan Hubungan Ideologi Nasional dan Agama”, Aula,
edisi Mei 1985, seperti dikutip oleh Murod al-Brebesy, Menyikapi Pemikiran Politik Gus Dur &
Amien Rais tentang Negara, him. 15.

** Abdul Aziz, “Pemikiran Etika Politik Abdullah Ahmad An-Naim”, RELIG], 111, No. 2,
Juli 2004, him. 181.

3 Abul A’la Al-Maududi, Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam, terj. Asep Hikmah,
cet. IV (Bandung: Mizan, 1995), him. 156-160.
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Wahid sangat menghormati nilai-nilai agama secara subtansial, walaupun ‘nilaj
tersebut tidak harus diwujudkan dalam legalitas formal.*®

Skripsi ini berbicara tentang seorang cendekiawan Muslim Indonesia yang
modernis, yakni Kuntowijoyo. Ia merupakan tokoh yang memiliki pemikiran
transformatif. Beliau dimasukkan dalam pelompok Neo-Modernis bersama tokoh-
tokoh lain, seperti Nurcholish Madjid, Ahmad Wahib, Djohan Efendi,
Abdurrahman Wahid, Amien Rais, Ahmad Syafi’i Ma’arif, Jalaluddin Rahmad,
dan tokoh-tokoh lain yang sering diidentikkan dengan gerakan Neo-Modernis.”

Syaf’i Anwar dalam bukunya yang berjudul Pemikiran dan Aksi Islam
Indonesia, memasukkan Kuntowijoyo dalam kelompok cendekiawan Muslim
dengan pemikiran transformastif. Pangkal tolak dari pemikiran tersebut adalah
didasari dengan pandangan dunia (world view) Islam, bahwa visi agama ini adalah
kemanusiaan. Maka dari itu, Islam harus menjadi kekuatan yang bisa memberikan
dorongan secara kontinyu, dan mentransformasikan masyarakat dengan berbagai
aspeknya ke dalam skala-skala besar yang mempunyai sifat praksis maupun
teoritis. **

Bagi Kuntowijoyo, Al-Quran adalah paradigma.® Yang ia maksud dalam

konteks ini seperti dipahami oleh Thomas Kuhn, bahwa realitas sosial dibangun

5 Listiyono Santoso, op.cit, him. 41,

7 Lihat Budhy Munawar-Rahman, “Dari Tahapan Moral ke Periode Sejarah Pemikiran
Neo-Modernisme Islam di Indonesia”, dalam Ulumul Quran, No.3, Vol. VI, Tahun 1995, him. 5.

* M. Syafi’i Anwar, “Pemikiran Politik dengan Paradigma Al-Quran: Sebuah
Pengantar”, dalam Kuntowijoyo, /dentitas Politik...., op.cit., him. xvii.

4 Kuntowijoyo, Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi, A.E. Priyono (ed.) (Bandung:
Mizan, 1991), him. 327.



oleh mode of thought atau mode of inquiri tertentu, baginya paradigma Al-Quran
adalah konstruksi pengetahuan yang memungkinkan kita memahami realitas
seperti yang dimaksud sendiri oleh Al-Quran. Dalam pengertian bahwa Al-Quran
mengkonstruksi pengetahuan yang memberikan dasar bagi seseorang untuk
berbuat.*’ Fungsi paradigma Al-Quran adalah mengkonstruksi perspektif Al-
Quran dalam rangka memahami realitas.*! Al-Quran dijadikan pijakan dalam
berbuat, demikian juga dalam konteks kenegaraan.

Namun demikian, Kuntowijoyo menjadikan pandangannya bahwa dalam
konteks ke-Indonesiaan tidak mungkin dijadikan negara Islam dan Al-Quran
diterapkan secara apa adanya. Sebelum diterapkan Al-Quran dan Al-Hadits harus
diobjektifikasi terlcbih dahulu. Hal ini tampak pada pemerimaannya pada
Pancasila.*” Pancasila sebagai sesuatu yang rasional. Konsep negara rasional
yang mendasarkan pada kekuasaan sistem dan aturan hukum (rule of low)."

Negara rasional juga berarti negara objektif,** yaitu adalah negara yang mengakui

“1bid, hlm. xviii.
‘! Kuntowijoyo, Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, & Etika, cet. Il.
(Bandung: Teraju, 2005), him. 17.

2 Kuntowijoyo nampaknya hampir mirip kalau boleh dikatakan sama dengan pemikiran
Abdurrahman Wachid, yaitu Indonesia harus letap berpegang pada Pancasila. la merupakan
kompromi yang memungkinkan orang Indoncsia dapat hidup bersama-sama dalam negara yang
non Muslim yang dikutip Douglas E. Ramage. dalam Greg Fealy dan Gerg Barton, ed, 1997 him.
196. lihat Listiyono Santoso, op. cit., him. 40,

“ Lihat, Kuntowijoyo, Selamat Tinggal Mitos Selamat Datang Redlitas, cet | (Bandung:
Mizan, 2002), him. 206.

B Kuntowijoyo, Identitas Politi..., op. cit,. hlm. 71-72. Objektif (Objektivikasi) adalah
penerjemahan nilai-nilai internal ke dalam kategori-kategori objektif. Ini juga disebut konkretisasi
dari keyakinan internal, yaitu sesuatu perbuatan yang dirasakn orang non muslim sebagai sesuatu
yang sewajarnya (natural), tidak sebagai perbuatan keagamaan. Agar Islam bisa benar-benar
dirasakan sebagai rahmat yang berbuat adil kepada siapa pun, objektivikasi Islam perlu diketahui
secara luas.
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pluralitas suatu bangsa.” Pancasila menerima bangsa ini sebagai bangsa yang
pluralis. Menurutnya, negara Pancasila sebagai yang final dan objektif dan
menegaskan bahwa Pancasila merupakan objektivikasi Islam,*® walau tidak
menjadikan menjadi sebuah negara Islam. la menambahkan bahwa Pancasila
memberi pesan ikatan dan dasar bagi kesatuan kebangsaan selama ini.*’

Penelitian ini memfokuskan diri untuk menelaah pemikiran Kuntowijoyo,
karena ada keunikan-keunikan tersendiri dari pandangan-pandangannya. Penulis
hanya membatasi pada wilayah Islam dan negara, gagasannya tentang relasi dua
persoalan tersebut, tidak sampai kepada hal lain karena semakin komplek

persoalan yang dihadapi.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil beberapa
permasalahan yang dijadikan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana konsep pemikiran transformatif Kuntowijoyo?
2. Bagaimana objektifikasi Islam dalam demokratisasi di Indonesia menurut

Kuntowijoyo?

* Kuntowijoyo, “Menuju Negara Rasional”, dalam Tim MAULA (ed.), Jika Rakyat
Berkuasa: Upaya Membangun Masyarakat Madani Dalam Kultur Feodal (Bandung: Pustaka
Hidayah, 1999), him. 232-233.

 1bid,

T Kuntowijoyo, Demokrasi dan Budaya Birokrasi, cet. 1 (Yogyakarta: Yayasan Bentang
Budaya, 1994), him. 5.
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Mengenal dan memahami konsep pemikiran transformatif Kuntowijoyo.

2. Mempelajari pandangan Kuntowijoyo tentang objektifikasi Islam dalam
demokratisasi di Indonesia

Kegunaan Penelitian

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi
khasanah wacana tentang relasi agama dan negara,

2. Menambah pengetahuan khususnya gagasan-gagasan dari Kuntowijoyo

tentang bingkai Islam dalam demokratisasi di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang Islam dan negara sebenarnya telah banyak diteliti,
namun yang menarik perhatian penulis bahwa secara intens belum ada yang
memfokuskan riset tentang Islam dan negara dari pandangan Kuntowijoyo.
Maka dari itu, penulis mencoba mengangkat tema ini ke permukaan. Penelusuran
pustaka ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana persoalan tersebut pernah
dibicarakan orang. Setelah itu, akan dilihat permasalahan apa yang diangkat,
bagaimana pendekatan yang dipakai seta metodologinya, ac\iakah perbedaan dan
Juga persamaannya. Dengan adanya hal-hal tersebut sekiranya penulis dapat

menghindari pengulangan-pengulangan.*®

“ Agussalim Sitompul, Menyatu dengan Umat Menyatu dengan Bangsa: Pemikiran
Keislaman-Keindonesiaan HMI (1947-1997) (Jakarta; Logos, 2002), him. 21-22.
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Skripsi yang berbicara tentang Kuntowijoyo yaitu yang ditulis oleh Imron
dengan judul Pemikiran Kuntowijoyo Tentang Aktualisasi Politik Islam Masa
Orde Baru. Secara umum menggambarkan tentang bagaimana posisi politik Islam
pada masa orde baru, juga menjelaskan tentang bagaimana peran politik Islam
dalam membangun umat dari pandangan Kuntowijoyo. Dengan menggunakan
pendekatan sosio-historis skripsi ini ingin melihat pada masa Orba peran politik
umat Islam yang terpinggirkan sehingga menyebabkan Kuntowijoyo merasa
terpanggil untuk mengkonsepsikan peran politik umat Islam agar tidak
terpinggirkan.

Kedua, skripsi yang ditulis Khusnul Muttagin dengan judul Pemikiran
Kuntowijoyo tentang Objektivikasi Islam dan Urgensinya bagi Pengembangan
Hukum Islam di Indonesia. Skripsi ini sedikit mengulas Objektifikasi Islam yang
dinilai mempunyai ungensi terhadap pembangunan hukum Islam di Indonesia.
Scbab, selain masih tetap memegang Al-Quran terlebih dahulu sebagai hukum
positif, yang pembentukannya atas persetujuan bersama warga negara dalam
pluralitas agama dan budaya. Dengan menggunakan pendekatan hermeneutik,
skripsi ini mecncoba mengulas pandangan-pandangan Kuntowijoyo tentang
objektifikasi Islam dalam pengembangan hokum di Indonesia.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Maksum dengan judul Studi Perbadingan
Pemikiran Imam Khomeni dan Kuntowijoyo tentang Negara dan Demokrasi.
Skripsi ini berbicara tentang perbedaan pandangan dari tokoh tersebut tentang
negara dan demokrasi, tetapi tidak menjelaskan mengenai Islam dan negara.

Skripsi ini memaparkan pandangan-pandangan dari Imam Khomeni dan



Kuntowijoyo tentang bagaimana bentuk negara dan demokrasi. Imam Khomeni
menawarkan bentuk negara Islam sedangkan Kuntowijoyo menawarkan bentuk
negara objektif. Pendekatan yang digunakan adalah komperatif, bagaimana
persamaan ataupun perbedaan dari kedua tokoh tentang Negara dan demokrasi.

Keempat, skripsi yang ditulis Muslim Khoiri yang berjudul Gagasan
Teologi Transformasi (Telaah Atas Pemikiran Keagamaan Kuntowijoyo) yang
secara garis besar mencoba meneliti gagasan Teologi Transformatif dalam
pemikiran Kuntowijoyo. Dengan menggunakan pendekatan sosio-historis, Khairi
mencoba memahami gagasan Kuntowijoyo dalam bingkai perkembangan teologi
komtemporer Indonesia. Dengan kata lain, Khairi ingin menggambarkan
karakteristik dan kecenderungan gagasan Kuntowijoyo dalam wacana Teologi
Transfirmatif.

Kelima, Skripsi dari Abdul Syukur dengan judul Hermeneutika Sosial:
Kajian Metode Pemahaman Al-Quran Kuntowijjoyo. Secara umum penelitian ini
membicarakan tentang karakteristik model penafsiran Al-Quran yang dilakukan
oleh Kuntowijoyo dengan berusaha menemukan landasan histories hermeneutika
social. Selain itu, skripsi tersebut Juga memaparkan secara jelas bagaimana
hermeneutika social Al-Quran Kuntowijoyo, meskipun dalam banyak tulisannya
Kuntowijoyo tidak menggunakan istilah hermeneutika sosial dalam memahami
Al-Quran. Namun, Kuntowijoyo banyak menggunakan Paradigma Al-Quran,
yang menurut Syukur menjadi dasar pembentukan hermeneutika Al-Quran.

Keenam, Buku yang ditulis oleh M. Fahmji yang berjudul Islam

Transendental: menelusuri Jejak-jejak Pemikiran Kuntowijoyo. Buku ini secara
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umum berbicara tentang gagasan Kuntowijoyo mengenai metode strukturalisme
transendental sebagai metode penerapan ajaran sosial Islam dan gagasan
Kuntowijoyo tentang Ilmu Sosial Profetik dan bagaimana aplikasinya dalam
kehidupan sosial.dengan menggunakan pendekatan Hermeneutika untuk melihat
sejauh mana penerapan ajaran Islam dalam Transformasi sosial.

Studi ilmiah tentang pemikiran Kuntowijoyo sebenarnya telah banyak
dikaji. Jika dibandingkan dngan kajian-kajian di atas, skripsi ini memiliki
berpedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam skripsi ini penulis
melakukan penelitian tentang pemikiran Kuntowijoyo tentang relasi antara Islam
dan negara dalam bingkai Islam dalam demokratisasi di Indonesia yang dalam
penelitian lain tidak ditemukan. Penelitian ini akan menelusuri tentang konsep
objektifikasi Islam yang ditawarkan oleh Kuntowijoyo sebagai solusi terhadap
dialektika tentang hubungan antara Islam dan negara khususnya dalam konteks
Indonesia.

Dari tinjauan pustaka ini, apabila ditarik kesimpulan dengan melihat
skripsi-skirpsi dan buku-buku tentang pemikiran Kuntowijoyo, penulis belum
melihat adanya pembahasan khusus mengenai pemikiran Kuntowijoyo tentang
relasi antar Islam dan negara. Kuntiwojoyo sebagai seorang pemikir yang
memiliki keahlian yang boleh dikatakan lengkap. Selain dalam bidang sejarah, ia
juga seorang sastrawan dan termasuk dalam golongan cend_ekiawan Muslim.
Tentu saja seorang cendekiawan akan mempunyai kepedulian terhadap
perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Sebagai cendekiawan Muslim,

Kuntowijoyo rupanya merasa terpanggil untuk mengkonsepsikan gagasan-
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gagasan mengenai objektifikasi Islam dalam konteks Indonesia. Menjadi sebuah
ketertarikan bagi para peneliti untuk mengkaji  pemikiran keagamaan
Kuntowijoyo. Ada yang berbicara tentang Negara dan demokrasi, ada yang
berbicara tentang objektifikasi dan urgensinya terhadap pengembangan hukum
Islam di Indonesia, 8agasan Teologi Transformatif Kuntowijoyo, dan aktualisasi
politik Islam di Indonesia yang semuanya sepakat bahwa Kuntowijoyo memiliki

pemikiran yang sangat toleran terhadap hukum telah diterapkan di Indonesia.

E. Metodologi Penelitian

Metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai
tujuan.* Agar tujuan itu memperoleh hasil yang memuaskan, serta terarah dan
rasional, maka dipergunakan metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian

Skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yaitu
Suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasj dengan
berbagai bahan yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, naskah-naskah,
jurnalsjurnal, dan semua yang mendukung dalam penelitian jnj 5 Mengingat
skripsi ini sebagai penelitian kepustakaan, maka data-data yang diambil tidak dari

lapangan.,

* Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian {lImiah (Bandung: Tarsito, 1990), him. 131.

*® Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial (Bandung: Mander Maju, 1996),
him. 3,
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2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-Analisis. Deskriptif ialah menuturkan dan
menafsirkan yang ada.’' Pada umumnya deskriptif merupakan penelitian non
hipotesis, schingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan
hipotesis.szsedang yang dimaksud dengan analisis adalah jalan yang dipakai
untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian
terhadap objek yang diteliti dengan jalan sekedar memperoleh kejelasan dari
objek penelitian.™
3. Sumber Data

Penelitian ini bersifat kualitatif, sehingga tidak menggunakan tehnik
pengumpulan data di lapangan, namun yang dilakukan adalah mengumpulkan
selengkap mungkin, baik data primer, yaitu sumber-sumber yang memberikan
data langsung dari tangan pertama,>* yaitu buku-bukuy yang ditulis oleh
Kuntowijoyo sendiri, dan data sekunder yaitu sumber yang mengutip dari sumber
lain® atau para cendekiawan yang merespon dan mengkritik pemikiran-pemikiran
Kuntowijoyo.

Sumber data-data primer dari Kuntowijoyo, seperti: Identitas Politik Umat

Islam (Bandung: Mizan, 1997), Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi

' Winarno Surakhmad, op. cit., him. 139

*2 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitign: Suatu Pendekatan Praktek, cet. XI (Jakarta:
PT. RINEKA CIPTA, 1998), him. 245,

53 Sudarto, Metodologi Penelitan Filsafat (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996),
him. 59.

> Winarno Surakhmad, op. cit., him. 134.

% Ibid.
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(Bandung: Mizan, 1991), Selamat Tinggal Mitos Selamat Datang Realitas
(Bandung: Mizan, 2002), Demokrasi dan Budaya Birokrasi (Yogyakarta: Benteng
Budaya, 1994), Intelektualisme Muhammadiyah Menyongsong  Era Baru
(Bandung: Mizan, 1995), Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia (Yogyakarta:
Solahuddin Press, 1992), Strategi Baru Politik umat Islam (Yogyakarta: Mizan,
1998), dil. Selain itu juga sumber data-data sekunder yang membahas mengenai
pemikiran-pemikiran Kuntowijoyo, baik buku-buku dari para cendekiawan
maupun skripsi yang membahas dan mengkritik pandangan-pandangannya, juga
yang ada di dalam jurnal-jurnal.
4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan, yaitu: pertama, pendekatan sosio-historis.
Setiap hasil pemikiran pada dasarnya merupakan hasil interaksi si pemikir dengan
lingkungan sosio-politik dan sosio-kultural yang ada di sekitarnya.”® Mengingat
Kuntowijoyo adalah scbagai scorang sejarawan, maka penulis mengambil buah
pikir beliau tentang sejarah pemikiran. Sejarah pemikiran berarti studi tentang
peran gagasan di dalam peristiwa sejarah dan proses.”” Semua perbuatan manusia
pasti dipengaruhi pemikiran. Misalnya, Muhammadiyah dipengaruhi oleh KH.
Ahmad Dahlan. Karenanya, sebagai “daging yang berpikir” manusia tidak lepas
dari dunia pemikiran. Dalam sejarah pemikiran ini timbul dua permasalahan,

yaitu: pelaku dan tugas sejarah pemikiran. Untuk menghadapi tugas-tugasnya,

% Atho Mudzar, Membaca Gelombang ljtihad: Antara Tradisi dan Liberasi (Yogyakarta:
Titian Ilahi Press, 1998), him. 105.

5 Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), him. 189.
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sejarah pemikiran memiliki beberapa macam pendekatan, diantaranya: kajian teks,
kajian konteks sejarah, dan hubungan antara teks dengan masyarakatnya.

Pertama, kajian teks. Teks dibagi lagi menjadi genesis pemikiran,
konsistensi pemikiran, evolusi pemikiran, sistematika pemikiran, perkembangan
dan perubahan, varian pemikiran, komunikasi pemikiran, dan kesinambungan
pemikiran. Kedua, kajian konteks meliputi konteks sejarah, konteks politik,
konteks budaya, dan konteks sosial. Ketiga, kajian hubungan antara teks dan
masyarakat dibagi menjadi pengaruh pemikiran, implementasi pemikiran,
diseminasi pemikiran, dan sosialisasi pemikiran,

Untuk skripsi ini yang paling sesuai yaitu genesis pemikiran.>® Orang
bijak berkata, “tidak ada yang baru di bawah kolong langit”. Oleh sebab itu,
pengaruh pemikiran sebelumnya pasti dapat terlihat dalam semua pemikiran. Jadi
gagasan yang dihasilkan oleh seorang pemikir tidak mutlak dari dirinya, tapi

terpengaruh oleh pemikiran sebelumnya.

8 Ibid., hlm. 192
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F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini oleh penulis diuraikan dalam lima bab yang antara satu dengan
lainnya ada keterkaitan.

Bab pertama, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi wacana negara demokrasi di dunia Islam, yang meliputi
wacana klasik dan Pertengahan, wacana modern, dan wacana kontemporer.

Bab ketiga, berbicara tentang Kuntowijoyo: riwayat hidup dan pemikiran
transformatif Kuntowijoyo.

Bab empat, berbicara tentang  Objektivikasi Islam dalam bingkai
demokratisasi di Indonesia yang meliputi: epistemologi politik Kuntowijoyo,
format hubungan agama dan negara, agama dan demokrasi, Pancasila sebagai
objektivikasi Islam.

Bab kelima, penutup berisi kesimpulan dan saran-saran.
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BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian tentang Kuntowijoyo yang telah dipaparkan di atas,
méka dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya:
1. Konsep-konsep yang ditawarkan Kuntowijoyo di antaranya adalah
Ilmu Sosial Profetik dan Objektifikasi Islam. Ilmu Sosial Profetik
adalah memuat kandungan nilai dari cita-ciata perubahan yang
diidamkan masyarakatnya dan tidak sekedar mengubah demi
perubahan tapi mengubah berdasarkan cita-cita etik tertentu dan
perubahan yang didasarkan pada cita-cita humanisasi/emansipasi,
liberasi, dan transendensi, suatu cita-cita profetik yang doderivasikan
dari misi historis Islam. Konsep lain yang ditawarkan oleh
Kuntowijoyo adalah Objektifikasi Islam. Objektifikasi adalah
penerjemahan nilai-nilai internal ke dalam kategori-kategiri objektif.
Objektifikasi adalah perbuatan rasional-nilai (wertrational) yang
diwujudkan ke dalam perbuatan rasional dan orang lain juga bisa
merasakan tanpa harus menyetujui nilai-nilai asal. Objektivikasi Islam
tetap menganggap bahwa Al-Quran sebagai sumber hukum dan akan
menjadikannya terlabih dahulu sebagai hukum positif, yang
perumusannya atas dasar persetujuan bersama warga negara. Jadi,

syariat Islam tidak langsung menjadi hukum negara, tetapi melalui
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objektivikasi. Syariat Islam kalau akan dijadikan sebagai hukum
negara harus terlebih dahulu dipilih yang objektif, yang bisa berlaku
untuk semua orang.

2. Bingkai Islam yang ditawarkan Kuntowijoyo tampak dalam
pandangannya tentang objektifikasi Islam. Bentuk objektifikasi Islam
ini terdapat dalam Pancasila. Walaupun tidak transparan, tapi dalam
Pancasila ada ajaran tauhid dan tidak ada satupun ajaran Pancasila
yang tidak sesuai dengan risalah Islam. Bingkai Islam tersebut
tampak juga dalam pandangannya tentang demokrasi. Kuntowijoyo
memberikan “ruh” terhadap substansi demokrasi dengan universalitas
nilai-nilai Islam tentang musyawarah, silaturahmi, kerja sama,
keadilan, dan perubahan. Dengan kata lain, Kuntowijoyo menguraikan
format-format dan substansi demokrasi dengan tetap berpihak pada

paradigma Al-Quran.

B. Saran-saran
Setelah ditelusuri pandangan Kuntowojoyo tentang bingkai Islam dalam
demikratisasi di Indonesia yang tertuang dalam sebuah karya ilmiah yang
sederhana ini, maka penulis menyarankan:
1. Perlu diadakan penelitian yang lebih mendalam lagi tentang persoalan
yang setema atau tema-tema lainnya dari Pemikiran Kuntowijoyo karena

skripsi ini jauh dari kesempurnaan, sehingga bisa jadi tidak objektif dalam
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menilai Kuntowijoyo sendiri selaku pribadi yang memiliki keluasan
keilmuan.

. Walaupun di sana-sini banyak terjadi penolakan terhadap modal gagasan
yang ditawarkan seperti pandangan-pandangan Kuntowijoyo tentang
bingkai Islam dalam hubungannya dengan demokratisasi di Indonesia,
namun hemat penulis, gagasan Kuntowijoyo ini paling tidak bisa menjadi
jalan keluar dari ketegangan antara Islam dan orang-orang yang tidak
setuju dengan ide-ide Negara Islam.

. Sebagai pribadi yang tidak diragukan lagi kecakapan keilmuannya,
Kuntowijoyo yang tergolong mempunyai pemikiran yang orisinil perlu

diberi penghargaan dan didengar pendapat-pendapatnya.
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